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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Penelitian Terdahulu 
Penelitian yang sama dilakukan oleh (Madjid & Kalangi, 2015). 
Efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap 
penerimaan pajak penghasilan pada kantor pelayanan pajak pratama bitung 
dalam penelitian ini dijelaskan terdapat pengaruh yang kurang signifikan hal 
tersebut disebabkan karena wajib pajak lupa dalam membayar utang pajaknya, 
wajib pajak tidak mampu membayar utang pajaknya. penelitian ini sebanding 
dengan penelitian yang dilakukan oleh erwis (2010) dan rifqiansyah (2014) 
yang menunjukkan rendahnya tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat 
paksa pada umumnya tidak efektif. sedangkan penagihan tunggakan pajak 
penghasilan dengan surat paksa pada tahun 2014 mempunyai persentase diatas 
100%. Makah al tersebut disebabkan karena jumlah pembayaran tunggakan 
pajak penghasilan pada tahun sebelumnya baru dibayar pada tahun 2014. 
penelitian ini tidak sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh erwis 
(2010) dan rifqiansyah (2014) yang menunjukkan rendahnya tingkat efektivitas 
penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada umumnya tidak 
efektif. 
Penelitian yang sama dilakukan oleh (Tunas, 2013). Efektivitas 
penagihan tunggakan pajak dengan menggunakan surat paksa pada kantor 
pelayanan pajak pratama manado hasil penelitian dan pembahasan bisa 
disimpulkan bahwa: penagihan tunggakan pajak memakai surat paksa pada 
tahun 2011 tergolong belum efektif karena dengan penerbitan sebanyak 1900 
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lembar hanya dapat tertagih sebanyak 898 lembar dengan persentase efektivitas 
41.26%, yang indikatornya tergolong kurang efektif dan diamati dari nilai 
nominal surat paksa yang diterbitkan sebesar rp. 22.354.200.000 hanya dapat 
tertagih sebesar rp. 14.496.150.595 dengan persentase efektivitas 64.84%, 
yang indikatornya tergolong cukup efektif. sedangkan pada tahun 2012 
penagihan tunggakan pajak yang menggunakan surat paksa mengalami 
peningkatan menjadi efektif, dimana penerbitan sebanyak 704 lembar dapat 
tertagih sebanyak 592 lembar dengan persentase efektivitas 84.09%, yang 
indikatornya tergolong efektif dan diamati dari nilai nominal surat paksa yang 
diterbitkan sebesar Rp. 26.547.634.000 dapat tertagih sebesar Rp. 
21.662.500,538 dengan persentasi efektivitas 81.59%, yang indikatornya 
tergolong efektif. 
Penelitian yang sama dilakukan oleh(Muda, Pangemanan, & Tirayoh, 
2015). Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dampaknya 
terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada kantor pelayanan pajak 
pratama bitungdalam penelitian ini dijelaskan kontribusi penagihan pajak 
dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pendapatan ppn pada kpp 
pratama bitung tergolong sangat kurang, dimana kontribusi pendapatan 
tunggakan ppn dengan surat teguran tahun 2012 sebesar 0.72%, tahun 2013 
sebesar 0,78% dan tahun 2014 sebesar 1,54%. sedangkan kontribusi penagihan 
pajak dengan surat paksa tahun 2012 sebesar 2,40%, tahun 2013 sebesar 0,99% 
dan tahun 2014 sebesar 1,91%. 
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Sedangkan yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian 
saat ini adalah selain tahun dan lokasi penelitian yang berbeda, tema yang 
diangkat juga berbeda. Penelitian yang pertama membahas membahas 
efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap 
penerimaan pajak penghasilan pada kantor pelayanan pajak pratama bitung, 
yang kedua membahas efektivitas penagihan tunggakan pajak dengan 
menggunakan surat paksa pada kantor pelayanan pajak pratama manado, yang 
ketiga membahas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa 
akibatnya terhadap pendapatan pajak pertambahan nilai pada kantor pelayanan 
pajak pratama bitung. Sedangkan penelitian saat ini lebih fokus pada penerapan 
dalam membandingkan hasil data-data yang diperoleh dari penelitian di KPP 
Pratama Tulungagung demi mengetahui pemasukan dan pengeluaran pada 
tahun 2017-2019. 
B. Pajak 
1. Pengertian Pajak 
Pajak secara umum merupakan biaya yang dibayakan kepada 
pemerintah oleh orang yang membayar pajak (Wajib Pajak) dan hasilnya 
akan digunakn untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah (AI, 2019). 
Undang-Undang no. 28 Tahun 2007 tentang perpajakan. Dimana pada 
Undang-Undang tersebut menjelaskan pajak adalah ”Kontribusi wajib 
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 
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secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat”(AI, 2019). 
Pengertian pajak tidak hanya dalam pengertian umum dan pengertian 
menurut Undang-Undang. Ada pula pengertian pajak yang dijelaskan oleh 
para ahli. Berikut pengertian pajak menurut para ahli: 
a) Menurut Rochamat Soemitro yang dikutip dalam buku karangan Prof. 
Dr. Mardiasmo (2011:1) yaitu : 
Pajak merupakan urunan rakyat kepada kas negara berdasarkan undang 
- undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal 
(kontraprestasi) dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar 
pengeluaran umum. 
b) Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani, dalam R. Santoso Brotodihardjo, 
S.H., dalam buku Ketentuanm Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). 
Pajak merupakan urunan kepada negara (yang dapat dipaksakan ) yang 
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan - peraturan 
dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung bisa 
ditunjuk dan yang fungsinya untuk membiayai pengeluaran - 
pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara 
menyelenggarakan pemerintahan. 
2. Fungsi Pajak 
Pajak memiliki 4 fungsi antara lain: fungsi angaran, fungsi mengatur, fungsi 
stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan. 
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a) Funsi anggaran merupakan fungsi pajak untuk membiayai pengeluaran 
negara dalam hal ini pajak digunakan untuk pengeluaran negara seperti: 
biaya pembangunan, biaya belanja negara, dan lain sebagainya. 
b) Fungsi mengatur merupakan fungsi dimana kebijaksanaan pajak dapat 
mengatur pertumbuhan ekonomi negara. Dimana pemerintah 
menetapkan pajak masuk yang tinggi untuk produk luar negri untuk 
melindungi produk-produk dalam negri. 
c) Fungsi stabilitas merupakan fungsi dimana data pajak untuk 
mengendalikan inflasi. Pengendalian inflasi ini dengan cara mengatur 
peredaran uang di masyarakat, penggunaan dana pajak dengan efektif 
dan efisien, dan pemungutan pajak. 
d) Fungsi redistribusi pendapatan merupakan fungsi untuk meningkatkan 
pendapatan masyarakat. Pada hal ini dana pajak difungsikan untuk 
kepentingan umum dan untuk pembangunan agar dapat membuka 
kesempatan kerja baru sehingga pendapatan masyarakat meningkat. 
3. Jenis – Jenis Pajak  
Menurut Wirawan. B. Ilyas (2007;19) jenis pajak dapat digolongkan 
menjadi 3 macam, yaitu menurut sifat, sasarannya dan lembaga 
pemungutnya. 
a) Menurut sifatnya 
1)  Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya harus dipikul sendiri 
oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, serta 
dikenakan secara berulang – ulang pada waktu tertentu. 
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2) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat 
dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal – hal 
tertentu atau peristiwa – peristiwa tertentu saja.  
b) Menurut Sasaranya 
1) Pajak Subyektif, adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama – 
tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya). Setelah 
diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya 
sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak. 
2) Pajak objektif, adalah jenis pajak yang dikenakan pertama – tama 
memperhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau 
peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. 
Setelah diketahui objeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai 
hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui  
c) Menurut lembaga pemungutan 
1) Pajak pusat (negara), adalah pajak yang dipungut oleh pemetinyah pusat 
yang dalam pelaksanaanya dilakukan oleh Departemen Keuangan 
khusunya Dirjen Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan 
dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara  
2) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang 
dalam pelaksanaannya sehari – hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan 
Daerah (Dispenda). Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan 
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dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah.  
C. Penagihan Pajak 
1. Pengertian Penagihan Pajak 
Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen 
diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan 
Wajib Pajak untuk membayarkan hutang pajaknya. Pelaksanaan penagihan 
pajak haruslah dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, sehingga mempunyai kekuatan hukum baik bagi wajib pajak 
maupun paraturan pajaknya(Tunas, 2013). 
Penagihan  pajak  adalah  suatu tindakan penagihan yang dilaksanakan 
oleh fiskus atau juru sita pajak kepada penanggung pajak agar dapat 
melunasi utang pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang 
meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun 
pajak(Darmayani & Herianti, 2017). 
Menurut Suandy (2011:170) terdiri dari empat kebijakan penagihan 
pajak yaitu diterbitkannya diterbitkan surat teguran, surat paksa, surat sita 
dan pelaksanaan lelang. Surat teguran diterbitkan kalau wajib pajak tidak 
membayar utang pajak yang tercatat dalam Surat Tagihan pajak, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan, dan tidak membayar sampai melewati 7 hari dari batas waktu 
tempo (satu bulan sejak tanggal diterbitkan). Kemudian akan diterbitkan 
surat paksa apabila utang pajak belum dibayar setelah 21 hari dari tanggal 
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surat teguran, maka akan diterbitkan surat paksa yang dilakukan oleh juru 
sita pajak negara untuk disampaikan ke wajib pajak dan utang pajak harus 
dilunasi dalam waktu 2x24 jam. Selanjutnya diterbitkan surat sita apabila 
utang pajak belum juga dibayar dalam jangka waktu 2x24 jam setelah surat 
paksa disampaikan maka dapat dilaksanakan tindakan penyitaan atas 
barang-barang wajib pajak. Kemudian yang terakhir dilakukan lelang jika 
dalam waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan. Utang pajak belum dilunai 
maka akan dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui kantor lelang 
Negara (Darmayani & Herianti, 2017). 
2. Dasar Penagihan Pajak 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang KUP, 
terdapat pokok-pokok yang menjadi dasar dilakukannyapenagihan pajak 
yaitu: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB), Surat Tagihan Pajak 
(STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat 
Keputusan (SK) Keberatan, Surat Keputusan (SK) Pembetulan, Putusan 
Banding, Putusan Peninjauan Kembali(Destriyatna, Sudjana, & 
Dwiatmanto, 2014).  
